
ANALISIS KETIDAKHADIRAN JAKSA DALAM PROSES PENYELIDIKAN 

PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DI GAKKUMDU 

1. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian tindak pidana 

pemilihan dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu diatur dalam 

ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan tersebut sebagai berikut: 

 

Pasal 152 

(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana 

Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota62, 

Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi 

dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum 

terpadu. 

(2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

(3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan 

pada Anggaran Bawaslu. 

(4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan 

peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. 

(5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya 

bersifat mengikat. 

 

2. Bahwa ketentuan mengenai proses penyelesaian tindak pidana pemilihan 

diatur dalam ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 



tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan tersebut sebagai berikut: 

Pasal 146 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam 

sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan 

setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh 

Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota 

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan 

penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk 

kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua 

pengadilan negeri setempat. 

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil 

penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari 

Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. 

(4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk 

tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. 

(5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan 

kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. 

(6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik. 

3. Bahwa dalam rangka menyatukan pemahaman secara teknis mengenai 

tata cara pengajuan dan penanganan laporan atau keberatan, pola 

hubungan, dan tata kerja, dan penempatan personil maka Bawaslu, 

Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone



Peraturan Bersama dalam rangka mengatur secara internal segala proses 

penyelesaian tindak pidana pemilihan. (Perber Nomor: 5 Tahun 2020 

Nomor: 1 tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020). 

4. Bahwa ketentuan mengenai pola hubungan dan tata kerja dalam 

penanganan tindak pidana pemilihan diatur secara teknis dalam Perber 

Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 

sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Pengawas Pemilihan menerima Laporan Temuan dugaan Tindak Pidana 

Pemilihan.  

(2) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam 

Sentra Gakkumdu harus mendampingi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam penerimaan Laporan Temuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Pendampingan yang dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan 

dan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format 

kelengkapan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.  

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

identifikasi, verifikasi, dan konsultasiterhadap laporan/temuan dugaan 

pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. 

(5) Dalam hal laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilihan membuat dan 

mengisi format laporan/temuan serta memberikan nomor serta terhadap 

pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan. 

(6) Setelah laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilihan didampingi oleh 

anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan 

saksi yang hadir 

(7) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyelidikan setelah 

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan surat 

perintah tugas untuk melaksanakan Penyelidikan. 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone



(8) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengeluarkan Surat Perintah 

Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) 

Pasal 17 

(1) Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada 

Sentra Gakkumdu paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 

terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas 

Pemilihan melakukan pembahasan pertama. 

(2) Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan 

mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang 

akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk 

ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas 

Pemilihan dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan. 

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua 

Koordinator Sentra Gakkumdu di setiap tingkatan Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

(4) Hasil Pembahasan pertama sebagaimanadimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh 

Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa. 

Pasal 18 

(1) PengawasPemilihan melakukan kajian pelanggaran Pemilihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16pada ayat (2).  

(2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas 

Pemilihan dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli 

untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.  

(3) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan di bawah sumpah dandituangkan dalam Berita Acara 

Klarifikasi.  

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone



(4) Penyidik Tindak Pidana Pemilihandan Jaksa yang tergabung dalam 

Sentragakkumdu wajib melakukan pendampingan dalam meminta 

keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(5) Hasil dari proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Pemilihan 

berupa dokumen kajian laporan/temuan.  

(6) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian 

pelanggaran pemilihan danpenyelidikan 

 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone


